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Craty elaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan
Perlra? “Merintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
berpedOm gelolaan

Keuangan Daerah, belanja daerah
diSUSUn - Pada Standar harga satuan regional, perlu
teknis ses §.1a Satuan POkOk Kegiatan : dan/atau standar
uhdanga_n; dengan ketentuan peraturan perundang-
bahwg berdasarkan pe
Pada hypys 2, perly g

arga Saty

Itimbangan sebagaimana dimaksud
an POkOk Ke

enetapkan Peraturan Bupati tentang
glatan Tahyn Anggaran 2022;
U 5
ngf:f.g ndang Nomor 14 Tahun 1950 t,
a:,?;l If\f‘bupatten Dalam Lin

g €gara Re i
Sebagaimang telah diubap é’ubhk I

entang Pembentukan
gkungan Provinsi Djawa
ndonesia Tahun 1950)
engan Undang~Undang Nomor 4

mbentuk: Purwakarta
dan abupaten Subang an Kabupaten Purw

engan Mengubah Undang-
Tahu

n 1950 tentang Pembentukan
rah Kabupaten Dalam 1j

sia Tahun

. Lembaran Negara Republik
1);

Undang-Undang Nomor 17 Tahy

Negara (Lembar:

an Negara Repu
Nomor 47, Tambah

an Lembaran
Nomor 4286);

n 2003 tentang Keuangan
blik Indonesia Tahun 2003
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

tentang Pemeriksaan
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(‘l:::'r]g-U"dnng Nomor 23 Tahun 10).‘|||:l(mrsm
ahu|~:n“ahnn [,)nm“h (lx‘ﬁ\hnrun Negara R(-pllhllk Negara
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1 ; e

)f“‘)cm a ‘\_‘{:‘l’i‘“‘sm Nomor 5587), sebagaimana

ahl]n 2 te
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.;:““‘"8 Perubahan Kedua Atas Undang
(Leml)a,. : ahun

Haerah
2014 tentang Pemerintahan 111)(:: 58,
Ambaha, c8ara Repub)ik Indonesia Tahun 20]5‘[‘\10 Nomor
5679]; Lembaran Negara Republik Indonesia
6. Und
. Lang.y
Clang, nd:ng Nomor

: an
33 Tahun 2004 tentang Pcrlm'bﬂnsr‘m
aerah Ntara Pemerintah Pusat dan Pemermtszlob4
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Omor 443‘8);ambahan Lembaran Negara Republik Indon

an Pemery

€rimp Ntah Nom
2005 o 82N (Lemp

or 55 Tahun 2005 tentang Dana
m
Indoneg;, o 137

aran Negara Republik Indonesia Tahu_l"l(
a No . Tambahan Lembaran Negara Republi
PeratUr e 4575);
Informge; };gmenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Indonesiy TGUangan Daerah (Lembaran Negara Republik

€gara Re ah}m 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
diubah depUbhk Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
teNtang ey | CTatUran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
2005 ta.h iy Ata§ Peraturan Pemerintah Nomor 56
(Lembaran Nentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
Nomor 179 Taerﬁﬁr & Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 515’5); an Lembaran

Negara Republik Indonesia
Peraturan

Pemerintap N
Pe omor 39 Tahun 2007 tentang
g o een Uang Negara/Daeran (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahyn 2007
Negara Repyp,

. Nomor 82, Tambahan Lembaran
ik Indones;i

10 a Nomor 4738);

Nomor 12 Tahun 2017 tentang

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
gara Republik Indonesia Tahun 2017
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolgan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

12.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun

2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 1);
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. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

4. Peraty.. 15 Tahun
u:::( Daerah Kabupaten Purwakarta N(I):“]I(;):nln Daerah
Tahyy, g Anggaran Pendapatan dan B¢ Kabupaten
Purwaiar . B8ArAN 2021 (Lembaran Daerah ana telah
diubgy, '1n Tahun 2020 Nomor 12) “‘lhug“mll»um‘nknrm
Omgoy “‘n%‘m Peraturan Daerah Kabupaten Anggaran
Pcndapman ahun 202 tentang Perubahan

ar 2021
Mbarap, AN Belanja Daerah Tahun Aﬂg{z']”;?: 2021
Omoy 8); Jaerah Kabupaten Purwakarta Tah

MEMUTUSKAN:

PERA UR
KEGIATAI\? ¥ BUPAT| TENTANG HARGA SATUAN POKOK
AHUN ANGGARAN 2021

BAB

I
KETENTUAN Umupy

Pasa] 1

alam pe,.
y aturan Bupati inj yang dimaksud dengan :
aer.
ah adalap, Kabupaten Purwakarta.

4 Pemeﬁn
tah Daerap adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Upati adalah Bupati Purwakarta.

s Perangka

t
Pembang. D;:rah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur
Daerah o Pala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

odi e 2 Penyelen : an
menjadj kewenangan daeragﬁaraan urusan Pemerintah yang

-Rencana Kepi .
RKPD adalaI}]la Pemenntah

Daerah yang selanjutnya disingkat
dokumen pe
(satu) tahyp

réncanaan daerah untuk periode 1

s

Rencana Kerja An
' ggaran Satuan K
zelanjutnya disingkat RKA SKPD ac;3
an penganggaran ada
dan kegiatan i e

enjab i
Daerah. Renishazan. «dari

rja Perangkat Daerah yang
alah dokumen perencanaan
daerah yang berisi program
rencana kerja Pemerintah

: ) untuk setiap urusan pemerintah daerah
yang _dlsertal dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi 1
belanja daerah, sy

. . mber dan penggunaan pembiayaan yang
disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

yang selanjutnya disingkat g
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam penyusunan 1
APBD.

.Harga Satuan Pokok Kegiatan, yang selanjutnya disingkat

HSPK adalah komponen kegiatan fisik/non fisik me}alui
analisis yang distandarkan untuk setiap komponen kegiatan

dengan menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai
elemen penyusunnya.
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S getiap U
: an
i " Satuan Harga (SSH) adalah harga satu
82 yang berlaku di suatu daerah. -
er.
kat Da
Adalah Penjabaran kebijakan Pcmn-’l;ih kegiatan
ﬂ.\'ﬂ»vnng berisi satu atau k]ijnkn” untuk
ca 8Bunakan symber daya yang d'sf" dan fungsi.
Pal hagj) Yang terukur sesuai dengan tugas

yang

dilal?tan adalah Serangkaian aktivitas pembangun?]?wl;lkan

kelygy. ;a o1 oleh perangkat daerah unu‘lkh ;:sni(goutcomfl
o ©

Suaty progr;:f.’“’) dalam rangka mencapai

m akan i HSPK
Paparan yang ada pada setiap i
an rt ; ngena

jeni§ ngﬁlaSk Pengertian dan gambaran singkat meng

BARB
MAKSUD pay TUJUAN
Pasal 2

Hs:cK ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusun:;l
di Li aT serja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer:
"&kungan Pemerintap Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

SI:S i ];n Frupakan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri
berq eberapg komponen dengan nilai koefisien yang

"Casar perhitungan standar nasional dengan
L besaran nila; koefisien disesuaikan dengan metoda
pelaksanaan yang akan ditetapkan yang berlaku sama untuk
e Peranglcat Daerah dj lingkungan Pemerintah
Kabupaten, Purwakarty yang bertujuan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan  kegiatan dan
Pengendalian anggaran

BAB 111
PELAKSANAAN
Pasal 4

perencanaan

(2) Dokumen pPerencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan saat peényusunan anggaran didalam RKPD, KUA
dan PPAS.

(3) HSPK digunakan TAPD sebagai dasar dalam melakukan
verifikasi RKA-SKPD dan DPA SKPD

(4) Kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam HSPK,
disesuaikan dengan kebutuhan rasional Satuan I_(etja}
Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi
dan efektivitas.
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Pasal 5
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tercantum dalam Lampiran ;
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eraty. Yang mer . 4 i
Uran Bupag“ i:ﬁ'upakan bagian tidak terpisahkar
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